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ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN FISCAL STRESS
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI SUMATERA BAGIAN
SELATAN

Oleh:
Kurnia Sari; Azwardi; Imelda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan Keuangan yaitu
derajat desentralisasi fiskal. rasio kemandirian keuangan daerah dan variabel
fiscal stress terhadap alokasi belanja modal di Sumatera Bagian Selatan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 60 kabupaten/kota di
Sumatera Bagian Selatan dalam rentang tahun 2015-2019. Teknik analisis data
yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda data panel dengan
metode  pendekatan  random  effect model (REM). Hasil penelitian  ini
menunjukkan bahwa daerah perkotaan lebih memiliki kemampuan keuangan
dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibandingkan pada daerah kabupaten.
Sedangkan Kondisi fiscal stress menunjukkan bahwa masih banyak daerah
kabupaten’kota di Sumatera Bagian Selatan yang mengalami kondisi fiscal stress.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel fiscal stress berpengaruh positif dan
signifikan terhadap alokasi  belanja  modal, sedangkan  variabel  derajat
desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap alokasi belanja modal di Sumatera Bagian Selatan.

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan, Derajar Desentralisasi Fiskal, Rasio
Kemandirian Keuangan, Fiscal Stress, Alokasi Belanja Modal

Ketua Anggota,

~Azwardi, S.E Imelda, SE.MSE,
NIP. 196805181993031003 NIP. 197703092009122002

Mengetahui,
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ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND FISCAL
STRESS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN SOUTH
SUMATERA

Byv:

Kurnia Sari; Azwardi: Imelda

This study aimed to analyze the effect of financial capacity. namely the degree of
fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence and the
variable fiscal stress on the allocation of capital expenditures in Southern
Sumatra. The data used in this study is panel data from 60 districts/cities in
Southern Sumatra in the 2015-2019 range. The data analysis technique used is the
multiple linear regression analysis technique of panel data using the random effect
model (REM) approach. The results of this study indicate that urban arcas have
more financial capacity in implementing regional autonomy compared to districts.
Meanwhile, fiscal stress conditions indicate that there are still many districts/cities
in Southern Sumatra that are experiencing fiscal stress conditions. The estimation
results show that the fiscal stress variable has a significant effect on the allocation
of capital expenditures, while the variables of the degree of fiscal decentralization
and the ratio of regional financial independence have no significant effect on the
allocation of capital expenditures in Southern Sumatra.

Keywords: Financial Capability, Degree of Fiscal Decentralization, Financial
Independence Ratio, Fiscal Stress, Capital Expenditure Allocation
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan sentralisasi di Indonesia menimbulkan permasalahan, salah satunya
adalah permasalahan pembangunan di daerah. Dengan penerapan sistem
pembangunan yang terpusat banyak potensi daerah baik itu sumber daya alam
maupun sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena
permasalahan ini, masyarakat menuntut adanya perubahan secara mendasar dalam
sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan

pembangunan yang ada di daerah (Sjafrizal, 2014).

Di Indonesia, otonomi daerah telah berjalan selama 21 tahun sejak
pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Namun sebelum otonomi
daerah resmi diberlakukan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 22
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sejak diberlakukan maka sistem
pemerintahan dan pembangunan di tanah air telah memasuki era baru, dari sistem
pembangunan terpusat atau sentralisasi menjadi era otonomi daerah. Namun
dewasa ini ada perubahan terhadap Undang-Undang tersebut diantaranya diubah
menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Seiring dengan penetapan Undang-Undang
tentang pemerintahan daerah, maka ditetapkan pula Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendukung

upaya penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya perundang-



undangan tersebut maka pemerintah daerah ditempatkan sebagai pelaku utama

dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan ekonomi (Prihatiningsih, 2010).

Otonomi daerah adalah ketetapan yang meliputi hak, wewenang dan
kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun melakukan
pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
adanya otonomi pemerintah daerah dapat memanfaatkan, mengoptimalkan serta
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Halim (2004)
mengatakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melakukan
otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan daerah
otonom dalam melakukan pengelolaan keuangannya tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kata lain, APBD adalah instrument

kebijakan yang paling mendasar bagi pemerintah daerah (Assyurriani, 2015).
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Data Diolah.

Gambar 1.1 Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Bagian Selatan Tahun
2019 (Dalam Juta Rupiah)



Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan belanja
daerah di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019. Sumatera Bagian Selatan
(Sumbagsel) terdiri dari 5 provinsi yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Lampung. Dari kelima provinsi tersebut maka provinsi yang memiliki APBD
terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pendapatan daerah
sebesar Rp. 9,280,742 Juta Rupiah dan jumlah belanja daerah sebesar
Rp. 9,618,074 Juta Rupiah. Sedangkan provinsi yang memiliki APBD terendah
adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan jumlah pendapatan daerah sebesar
Rp. 2,694,205 Juta Rupiah dan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 2,776,076 Juta
Rupiah. Terlihat kelima Provinsi di Sumatera Bagian Selatan telah memiliki
jumlah APBD vyang relatif besar dengan pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah adalah untuk membiayai pengeluaran yang berisfat konsumtif

dan pengeluaran yang bersifat pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom diharapkan semakin
mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat baik dalam
pembiayaan ataupun pengelolaan keuangan daerah (Sularso dan Restianto, 2011).
Pengelolaan keuangan yang baik pada suatu daerah dapat diukur melalui jumlah
penerimaan daerahnya terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah

ditetapkan. Jika jumlah PAD yang dimiliki suatu daerah lebih besar, maka



semakin besar pula ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaran otonomi
daerah. Jumlah kontribusi PAD yang lebih besar menandakan bahwa daerah
sudah berhasil mengindentifikasi dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber
pendapatan yang dimiliki daerahnya. Namun dalam hal pelaksanaan otonomi
daerah ternyata masih banyak daerah-daerah yang memiliki permasalahan yakni
lebih besarnya kontribusi dana transfer daripada pendapatan asli daerah. Besarnya
jumlah kontribusi dana transfer daripada jumlah PAD menandakan bahwa
semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah otonom pada pemerintah pusat.
Namun pada kenyataannya tidak semua daerah mampu lepas dari bantuan
pemerintah pusat, hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan antar daerah yang tidak
sama. Oleh karena itu pemerintah pusat melakukan transfer dana berupa dana

perimbangan (Christy dan Adi, 2009).
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Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Sumatera Bagian
Selatan Tahun 2019 (Dalam Juta Rupiah)




Gambar 1.2 memperlihatkan perkembangan PAD dan perkembangan Dana
Perimbangan di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019. Berdasarkan laporan
realisasi APBD tahun 2019 maka provinsi yang memiliki jumlah pendapatan asli
daerah yang lebih besar daripada jumlah dana perimbangan adalah Provinsi
Lampung dengan Jumlah PAD sebesar Rp. 3,018,067 Juta Rupiah dan Dana
Transfer sebesar 2,627,195 Juta Rupiah. Jumlah PAD yang lebih besar daripada
jumlah dana transfer mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung sudah sangat
baik dalam mengoptimalkan potensi daerahnya serta memiliki kemampuan dalam
mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerahnya. Namun jika
dibandingkan antar provinsi maka Provinsi Sumatera Selatan memiliki PAD
tertinggi yaitu sebesar 3,494,510 Juta Rupiah. Berdasarkan data di atas, selain
Provinsi Lampung maka penerimaan daerah dari 4 (empat) provinsi lainnya masih
didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya
kapasitas fiskal dan intensitas kebutuhan yang tidak sama pada tiap daerah.
Savitry et al. (2011) mengatakan daerah otonom harus mampu mendanai
penyelenggaraan pemerintahanya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah

pusat memiliki proporsi yang semakin rendah.

Dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya,
maka dapat digunakan indikator kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah
diukur dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Apabila rasio-rasio
keuangan dinyatakan baik, maka daerah otonom dianggap memiliki kemampuan
keuangan baik dalam hal pembiayaan dan penyelenggaran otonomi daerah. Selain

untuk menilai kemampuan suatu daerah, indikator kinerja keuangan pada



pemerintah daerah dapat dijadikan dasar penilaian akuntabilitas dalam
pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Halim
(2012) ada beberapa rasio keuangan yang dikembangkan dalam organisasi
pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD,
rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan. Sedangkan
berdasar penelitian dari Sularso dan Restianto (2011) indikator ukuran kinerja
keuangan meliputi derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, rasio
kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, debt

service coverage ratio dan rasio pertumbuhan.

Otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kemandirian pada daerah.
Daerah yang beruntung adalah daerah yang memiliki sumber-sumber pendapatan
potensial yang berasal dari pajak, retribusi daerah maupun ketersediaan sumber
daya alam yang dimiliki daerah itu sendiri. Tapi di sisi lain ada beberapa daerah
yang karena adanya otonomi bisa menimbulkan persoalan sendiri bagi daerahnya.
Daerah dapat mengalami fiscal stress atau tekanan fiskal, hal ini dikarenakan
daerah dituntut untuk mengoptimalkan dan menggali potensi serta kapasitas
fiskalnya untuk meminimalisir ketergantungan pada sumber penerimaan daerah
(Setyawan dan Adi, 2008). Hal ini sejalan dengan Adriana et al. (2017) yang
menyebutkan saat fiscal stress terjadi, hal tersebut dikarenakan kebijakan otonomi
daerah yang menuntut kemandirian pada daerah yang dicerminkan dengan
peningkatan penerimaan daerah. Pada saat daerah mengalami fiscal stress,
pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan

penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Indeks upaya pajak yang



tinggi mencerminkan kondisi fiscal stress yang tinggi pula. Fiscal stress menjadi

salah satu pertimbangan dalam mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah.

Pengalokasian belanja yang efektif akan berdampak pada kemajuan suatu
daerah dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah adalah
pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh daerah otonom (Sularso dan
Restianto, 2011). Belanja modal dalam APBD adalah indikator yang menjadi
besar kecilnya investasi pada daerah. Investasi yang dikeluarkan oleh daerah
otonom akan membentuk modal daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber
pendanaan untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2009) investasi dalam
bentuk belanja modal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pelayanan publik. Dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan pelayanan
publik masyarakat, daerah otonom harus mengalokasikan anggarannya sebesar 30
(tiga puluh) persen dari total belanja daerah untuk belanja infrastruktur yang

merupakan bagian dari belanja modal (Permendagri, 2013)

Tabel 1.1 Perbandingan Proporsi Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian
Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Juta Rupiah)

Tahun

Provinsi 2017 2018 2019

ABM TBD % ABM TBD % ABM TBD %

Bangka Belitung 368,209 2,359,078 16% 315,397 2,364,245 13% 441,201 2,776,076 16%

Bengkulu 711,073 2,868,814 25% 618477 2,979,578 21% 741,823 3,118,303 24%
Jambi 895,648 4,132,941 22% 784,723 4,198,255 19% 866,500 4,824,366 18%
Sumsel 1,377,382 6,409,382 21% 1,537,275 7,941,143 19% 1,606,219 9,618,074 17%
Lampung 1,451,484 6,948,838 21% 1,729,327 7538988 23% 1,014,037 7,058,713 14%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, 2017-2019. Data Diolah.



Tabel 1.1 memperlihatkan perbandingan proporsi alokasi belanja modal
terhadap total belanja daerah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017-
2019. Tabel di atas menunjukkan proporsi alokasi belanja modal yang
berfluktuatif namun belum mencapai target alokasi yang ditetapkan. Rendahnya
proporsi alokasi belanja modal mengindikasikan bahwa belanja modal belum
menjadi belanja prioritas pada masing-masing provinsi. Padahal belanja modal
tergolong belanja yang bersifat produktif. Belum tercapainya target pengalokasian

belanja modal akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilakukan apabila terdapat
ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber pembiayaan
pembangunan tersebut terlihat pada kemampuan keuangan yang dimiliki oleh
suatu daerah. Oleh karena itu, pengukuran kemampuan keuangan dan fiscal stress
dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan untuk pembuatan kebijakan dan
keputusan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan peningkatan

pelayanan publik.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan dan fiscal stress pada
kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan dan fiscal stress terhadap

alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan?



1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Menganalisis tingkat kemampuan keuangan dan fiscal stress pada
kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan.
Menganalisis pengaruh kemampuan keuangan dan fiscal stress terhadap

alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

Manfaat Akademis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
lingkup akademik, terutama bidang ekonomi dan keuangan daerah.

2. Memperkaya dan memperdalam bahan kajian teori untuk pengembangan
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran dan
belanja daerah.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan informasi bacaan dan kontribusi dalam ilmu pengetahuan
untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah,
fiscal stress dan alokasi belanja modal.

2. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah untuk

pengambilan keputusan dalam merancang anggaran pendapatan dan

belanja yang lebih baik lagi di masa mendatang.
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